PEMERINTAH KABUPATEN GIANYAR
BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
Jln. CIUNG WANARA NO.16 GIANYAR Telp. ( 0361 ) 943003,
FAX. (0361 ) 950237 (email)bpkadgianyarkab@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN
DAN ASET DAERAH
KABUPATEN GIANYAR

NOMOR 1346 / F-02 / HK / 2020

TENTANG

PENETAPAN STANDAR PELAYANAN
PADA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN GIANYAR

KEPALA BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN GIANYAR,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik perlu disusun langkah-langkah
antisipasinya untuk mendukung penyelenggaraan
pelayanan publik berkualitas dan prima,;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
pada huruf a perlu menetapkan Standar Pelayanan pada
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten
Gianyar;

[y

Undang — Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang
Pembentukan Daerah — daerah Tingkat II dalam Wilayah
Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan
Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1655);

Mengingat

2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5038);

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9
Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang -
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 15 Tahun 2014
tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 24 Tahun 2014
tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan
Pelayanan Publik Secara Nasional (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 1170);




Menetapkan
KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Indonesia Nomor 14 Tahun 2017
tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat
Unit Penyelenggara Pelayanan Publik (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 708);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan Standar Pelayanan pada Badan Pengelolaan
Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Gianyar sebagaimana
tercantum dalam Lampiran keputusan ini.

Standar Pelayanan sebagaimana dimaksud pada diktum
Kesatu merupakan pedoman dalam menyelenggarakan
pelayanan publik dan komitmen dalam pelaksanaan tugas
pokok dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset
Daerah Kabupaten Gianyar.

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Kabupaten Gianyar.

Keputusan Kepala Badan ini mulai berlaku pada tanggal

ditetapkan.

Ditetapkan di Gianyar
pada tanggal 16 Nopember 2020

KEPALA BADAN PENGELOLAAN
KEUANGAN DAN ASET DAERAH
KABUPATEN GIANYAR,

G——*

NGAKAN KETUT JATI AMBARSIKA

Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

2 .

Arsip.

Bupati Gianyar.

Wakil Bupati Gianyar.

Asisten Administrasi Umum Sekda Kabupaten Gianyar.
Inspektur Kabupaten Gianyar.

Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Gianyar.










atau menolaknya) atas dasar laporan dari Kasubid
— membuat Surat Keputusan Bupati tentang
penerimaan keberatan dan Surat Keputusan Bupati
tentang penolakan keberatan

Kepala Dinas Atas Nama Bupati menandatangani
Surat Keputusan Bupati tentang penerimaan dan
penolakan keberatan — menyampaikan Surat
Keputusan Bupati tentang penerimaan dan
penolakan keberatan kepada wajib pajak —
Mencatat Surat Keputusan Bupati ke dalam register

3. Waktu Pelayanan |: |70 Menit
4. Biaya/Tarif : | Gratis
5. Produk : | Surat Keputusan Bupati
6. Pengelolaan : | Telp. (0361) 943003
Pengaduan Email. bpkadgianyarkab@gmail.com

Website : http://lapor.go.id

C. STANDAR PELAYANAN PENDAFTARAN NPWPD (NOMOR POKOK WAJIB
PAJAK DAERAH)

1. Persyaratan : | - Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) bagi
Warga Negara Indonesia atau Paspor bagi Warga
Negara Asing (WNA).

- Akta pendirian perusahaan bagi yang berbadan
hukum.

- Izin yang dimiliki dan/atau surat pernyataan
segera mengurus perizinan bagi yang belum
memiliki izin.

- Denah lokasi

- NPWP

2. Prosedur - | Menerima berkas permohonan Calon NPWPD —
menerima menelaah, memeriksa dan
mendisposisikan berkas yang akan diproses serta
menyampaikan kepada Kabid. — Kabid. menerima,
menelaah dan memaraf kemudian memberi
petunjuk kepada Kasubid untuk chek lapangan
kebenaran berkas — Kasubbid Pendaftaran dan
Penelitian menerima, menelaah dan memberi
petunjuk kepada staf - pengecekan lapangan
untuk meneliti kebenaran berkas penginputan data
NPWPD — pencetakan NPWPD dan Surat
Pengukuhan — Kepala Badan menerima,
menelaah dan menandatangani berkas kemudian
memberi petunjuk kepada Kabid dan Kasubid
Pengambilan NPWPD dan Surat Pengukuhan —

Penyerahan NPWPD dan Surat Pengukuhan kepada
pemohon dan diarsipkan

3. Waktu Pelayanan |: |4 hari kerja
4. Biaya/Tarif : | Gratis
5. Produk : | NPWPD dan Surat Pengukuhan
6. Pengelolaan : | Telp. (0361) 943003
Pengaduan Email. bpkadgianyarkab@gmail.com

Website : http:/ /lapor.go.id

D. STANDAR PELAYANAN PENGHAPUSAN NPWPD (NOMOR POKOK WAJIB
PAJAK DAERAH)
1. Persyaratan : | - Surat keterangan dari intansi berwenang yang
menyatakan kegiatan usaha yang dilaksanakan
oleh Wajib Pajak dinyatakan tutup.
- Tidak memiliki utang pajak.
















Pengawasan 1. supervisi atasan langsung

Internal 2. dilakukan sistem  pengendalian internal
pemerintah dan pengawasan fungsional oleh
Inspektorat

Jumlah

Pelaksana AL

Jaminan 1. Layanan dilaksanakan setiap hari kerja

Pelayanan Layanan yang diberikan sesuai dengan SOP
layanan

3. Layanan diberikan oleh petugas yang telah

mendapatkan penugasan oleh atasan dan
memiliki kompetensi

Jaminan 1. Dokumen dijamin keabsahannya karena

Keamanan Dan ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dan

Keselamatan di cap basah

Pelayanan 2. Layanan yang diberikan sesuai dengan SOP

layanan

Evaluasi Kinerja
Pelaksana

Dilaksanakan monitoring dan

evaluasi kinerja

minimal 6 (enam) bulan sekali




